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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjuan Umum Tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku.31 Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah.32 Istilah bangku secara resmi dan 

popular menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat 

bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha 

milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan           

dana-dana yang dimilikinya.33 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank 

adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 

masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran 

dan peredaran uang.34 

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

                                                 
31  Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, 

hlm.2. 
32 Ibid. 
33 Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group, hlm. 7. 
34 Ibid, hlm. 7-8. 
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rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat 

mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan 

rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.35 

Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau 

balas jasa lainnya.36 Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari 

masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau 

dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal 

dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima 

kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya 

dipengaruhi besarnya bunga simpanan.37  

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu 

badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan   

alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari 

orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru 

berupa uang giral.38 Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya.39 Kemudian menurut A 

Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang 

melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

                                                 
35 Kasmir, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

hlm. 25.  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Hermansyah, Op Cit, hlm. 8. 
39 Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11. 
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mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak 

sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha 

perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.40 

 

2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip                  

kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah 

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.41 Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan.42 Demokrasi sendiri menurut Abraham 

Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.43 

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan 

                                                 
40 A. Abdurrachman, 1993, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta, Pradnya 

Paramita, hlm. 80. 
41 Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

“Perbankan”. 
42 Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung. Refika 

Aditama, hlm. 16. 
43 Setiana Eka Rini, 2015, “Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang 

Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus” (Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), hlm. 24. 
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rakyat.44 Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan 

berada ditangan rakyat. 45 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas        

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, 

lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan 

(agent of development).46 Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar 

Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara 

keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang 

kekurangan dana.47 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan 

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan 

Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata 

berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non 

ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup 

antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.48 

                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Neni Sri Imaniyati, Op. Cit, hlm.13-14. 
47 Kasmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4. 
48 Hermansyah, Op Cit, hlm. 20. 
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3. Jenis Bank 

a. Dilihat dari Segi Bidang Usahanya. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR).49 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3     

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank 

Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:  

1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 

a) Perseroan Terbatas. 

b) Koperasi. 

                                                 
49 Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 

hlm.36. 
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c) Perusahaan Daerah. 

2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa: 

a) Perusahaan Daerah. 

b) Koperasi. 

c) Perseroan Terbatas. 

d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi 

beberapa, yaitu : 

1) Bank Pemerintah 

Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki 

oleh pemerintah,50 baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.51 Contohnya:52 

a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

b) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

c) Bank Tabungan Negara (BTN) 

d) Bank Mandiri 

e) BPD DKI Jakarta 

f) BPD Jawa Barat 

g) BPD Jawa Tengah 

h) BPD DI. Yogyakarta 

                                                 
50 Kasmir, Op Cit, hlm. 21. 
51 Zainal Asikin, Op Cit, hlm. 37-38. 
52 Kasmir, Op Cit, hlm. 21-22. 
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i) BPD Jawa Timur 

j) BPD Riau  

k) BPD Sulawesi Selatan 

l) BPD Nusa Tenggara Barat 

m) BPD Papua  

n) dan BPD lainnya 

2) Bank Swasta Nasional53 

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. 

Contohnya : 

a) Bank Bumi Putra 

b) Bank Central Asia 

c) Bank Danamon 

d) Bank Internasional Indonesia 

e) Bank Lippo 

f) Bank Mega 

g) Bank Muamalat 

h) Bank Niaga 

i) Bank Universal 

 

 

                                                 
53 Ibid, hlm. 22. 
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3) Bank Asing 

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik 

swasta atau pemerintah asing,54 modalnya dimiliki oleh warga 

negara asing atau badan hukum asing.55 Contohnya : 

a) ABN AMRO bank 

b) American Express Bank 

c) Bank of America 

d) Bank of Tokyo 

e) Bangkok Bank 

f) City Bank 

g) Chase Manhattan Bank 

h) Deutsche Bank 

i) European Asian Bank 

j) Hongkong Bank 

k) Standard Chartered Bank 

c. Dilihat dari Segi Status56 

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat 

maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini 

disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank 

tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan 

bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal 

                                                 
54 Ibid, hlm. 23 
55 Zainal Asikin, Op Cit, hlm. 38. 
56 Kasmir, Op Cit,hlm. 24-25. 
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maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah 

sebagai berikut: 

1) Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, 

travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan 

transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini 

ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2) Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi 

yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. 

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga57 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan 

harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok 

yaitu:   

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menetukan harga kepada 

para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

menggunakan dua metode, yaitu: 

                                                 
57 Ibid, hlm. 25-26. 
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a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga 

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan 

berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini 

dikenal dengan istilah spread based. 

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenan biaya ini 

dikenal dengan istilah fee based. 

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi 

bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah). 

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah). 

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 

muntahiyyah  bittamlik). 
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Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi 

bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah 

Islam. Bank berdasarkan prinsip syarah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba. 

 

4. Kegiatan-Kegiatan Bank 

Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia 

menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas        

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang 

dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud. 
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2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud. 

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

5) Obligasi. 

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

1 (satu) tahun. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan antar pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 
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l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan    

perundang-undangan yang berlaku. 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 diatas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan bank umum dapat pula: 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun 

yang berlaku. 
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Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan bank umum dilarang untuk: 

a. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b dan huruf c. 

b. Melakukan usaha perasuransian  

c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank 

lain. 

Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang: 
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a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

d. Melakukan usaha perasuransian. 

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13. 

 

5. Electronic Banking (E-Banking) 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, 

Layanan Perbankan Elektronik (Electronic Banking atau e-banking) adalah 

layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko 

Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, layanan 

perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut electronic 

banking (biasa disebut juga dengan e-banking) adalah layanan yang 

memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik 

antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, 
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mobile phone. Jenis-jenis produk e-banking yang sudah diterapkan di bank 

yang ada di Indonesia meliputi:58  

a. Internet Banking 

Ini termasuk layanan e-banking yang memungkinkan nasabah 

melakukan transaksi via internet dengan menggunakan Personal 

Computer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama 

dengan Phone Banking yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi 

saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran 

(kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan 

transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan 

bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap 

tertampang di layar komputer/PC atau PDA. 

b. SMS Banking  

Layanan ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone 

Banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via 

Handphone (HP) dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat 

dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar 

rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian 

voucher. 

 

 

                                                 
58 https://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking, diunduh pada hari Rabu, 14 Desember 

2016, pukul 14.00 WIB 

https://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking
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c. Phone Banking 

Ini adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk 

melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim 

diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya 

telepon genggam atau Handphone (HP), maka tersedia pula nomor 

akses khusus via Handphone (HP) bertarif panggilan flat dari manapun 

nasabah berada.  

d. ATM (Automated Teller Machine) 

Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri atau 

lebih singkatnya disebut ATM, ini adalah saluran e-banking paling 

populer. Hampir setiap orang pasti mempunyai kartu ATM dan 

menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk 

mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam 

perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk 

melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, 

listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan yang terkini 

transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). 

Selain itu bagi nasabah dapat menikmati fasilitas atau layanan kartu 

kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Kartu Kredit adalah alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan 
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untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu 

kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk 

melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu 

dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati 

baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan 

pembayaran secara angsuran. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah 

1. Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang 

berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst.59 Menurut Subekti, suatu 

perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk 

melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan 

persetujuan) itu adalah sama artinya.60 Menurut Muhammad Syaifuddin, 

pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama.61 Para sarjana seperti 

Mariam Darus Badrulzaman62, J. Satrio63, dan Purwahid Patrik64 menganut 

                                                 
59 Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, 

Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, hlm. 43. 
60 Ibid. 
61Ibid. 
62 Mariam Darus Badrulzaman, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III 

Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, hlm. 89. 
63 J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19. 
64 Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari 

Perjanjian dan dari Undang-Undang, Bandung, Mandar Maju, hlm. 19. 
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pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian 

mempunyai pengertian yang sama.  

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. Kemudian definisi kontrak menurut Arthur S. Hartkamp and 

Marianne M.M. Tillema adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang 

diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh 

persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang 

interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum 

untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak 

lain.65  

C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, menjelaskan perikatan sebagai 

hubungan hukum (rechtsverhouding) antara dua pihak berdasarkan satu 

pihak, yakni debitor (schuldenaar atau debiteur), memiliki suatu prestasi 

yang terletak di bidang kekayaan (vermogen), dan kreditur (schuldeiser atau 

crediteur) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.66 

 

                                                 
65 Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan  

(Bagian Pertama), Yogyakarta,  FH UII PRESS, hlm. 60.  
66 C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, 2001,Verbintenissenrecht Algemeen, Deventer, Kluwer, 

hlm. 8. 
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2. Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah 

Dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank 

dengan nasabah diatur oleh suatu “Perjanjian”. Hal ini dapat disimpulkan 

antara lain dari Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang berbunyi, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam 

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu”. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa 

simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah ‘perjanjian’.67  

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, 

artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik 

masyarakat (para penanam dana).68 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

‘nasabah penyimpan’ adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan”. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah 

penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari 

                                                 
67 Mauritz Pray Takasenseran, “Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut                

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex et Societatis, Vol. IV (Juli, 2016), hlm. 44. 
68 Ibid. hlm. 47. 
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produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan 

sebagainya.69 Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk 

peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus 

dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.70 Syarat-syarat tersebut harus 

disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu 

produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan 

yang lain.71  

Dari uraian diatas nasabah penyimpan dana bisa dikatakan sebagai 

nasabah kreditur. Hal ini terlihat jika dikaitkan dengan pengertian kreditur 

seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

yaitu kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dana yang disimpan 

nasabah di bank akan digunakan kembali oleh bank untuk disalurkan kepada 

masyarakat, maka nasabah mempunyai piutang. Sedangkan debitur sendiri 

menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang 

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang 

pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Oleh karena itu nasabah 

debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sehingga 

                                                 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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hubungan bank dengan nasabah baik itu nasabah debitur maupun nasabah 

kreditur adalah perjanjian. Namun perjanjian antara bank dengan nasabah 

kreditur adalah perjanjian penyimpanan dana di bank sedangkan perjanjian 

antara bank dengan nasabah debitur adalah perjanjian kredit. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum 

adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek  

hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.72 

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum 

adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang 

bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan 

normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang 

tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana 

caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.73 Jadi perlindungan 

hukum adalah suatu perbuatan yang melindungi subjek-subjek hukum 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya 

dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindugan hukum juga dapat 

                                                 
72 Departemen Pendidikan dan Budaya, 1989,  Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu, 

Jakarta, Balai Pustaka Utama, hlm. 874 
73 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Cahaya 

Atma Pustaka, hlm. 50. 
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diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum.74 

2. Bentuk Perlindungan Hukum75 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum 

ada dua macam, yaitu:76 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan 

hukum preventif. 

 

                                                 
74 Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 

30. 
75 Ibid, hlm. 20. 
76 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina 

Ilmu, hlm. 30. 



34 

 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. 

 

3. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah  

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.77 Sedangkan konsumen sendiri adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.78  

Kemudian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2104 tentang Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah           

pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah 

pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada 

Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan 

                                                 
77 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

hlm. 173. 
78 Ibid.  
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perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam buku Hukum 

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen.79  

 

4. Hak-Hak Konsumen 

Nasabah bank juga termasuk konsumen, yaitu konsumen jasa yang 

ditawarkan oleh pihak bank. Sebagai konsumen, nasabah bank mempunyai 

hak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yaitu meliputi:80 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan;  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan;  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

                                                 
79 Eli Wuria Dewi, Loc. Cit. 
80 Ibid, hlm. 175-176. 



36 

 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen 

Terdapat tiga prinsip yaitu: 

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian 

(Negligence/Fault Liability). 

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah 

prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung 

jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.81 Dalam prinsip 

tanggung jawab karena kesalahan ini, produsen wajib memberikan 

ganti rugi karena kesalahannya.82 

 

 

                                                 
81 Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung 

Jawab Mutlak, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 46. 
82 Mukti Fajar ND, 2015, “Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan 

Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha”, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, slide 2. 
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b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach Of 

Warranty/Contractual Liability). 

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga 

merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak 

(contractual liability).83 Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan 

wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam 

perjanjian (baik tertulis ataupun tidak tertulis), yang merupakan 

ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen), yang 

secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.84 

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Product Liability). 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan 

konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, 

khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen.85 Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama product 

liability, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas 

kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang 

dipasarkannya.86 Dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini, produsen 

wajib memberikan ganti rugi secara langsung tanpa beban pembuktian 

oleh konsumen.87 

 

 

                                                 
83 Zulham, Op Cit, hlm. 92. 
84 Ibid, hlm. 92-93. 
85 Ibid, hlm. 96 
86 Shidarta, 2000, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Jakarta, Grasindo, hlm. 78 
87 Mukti Fajar ND, Log Cit. 


